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ABSTRAK
Tulisan ini ingin mendiskusikan posisi FKUB yang strategis untuk masa depan kerukunan
umat beragama, lebih jauh kebebasan beragama, di Indonesia. Juga menyoroti sejumlah masalah
yang besar kemungkinan melemahkan lembaga antar-iman ini. Pada bagian akhir, tulisan ini akan
mendiskusikan upaya memperkuat FKUB. Mendaftar kelemahan FKUB serta menyediakan alternatif
solusi yang tidak selalu mudah.
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A.   PENDAHULUAN
Setiap kali terjadi insiden kekerasan atas
nama agama, di mana sebaiknya kita
menempatkan Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB)?  Umumnya, media massa
maupun sosial media lebih menyoroti peran
pemerintah (pusat maupun daerah), lembaga
kepolisian, Kementerian Agama dan organisasi
keagamaan daripada FKUB. FKUB akan menjadi
buah bibir jika kasusnya spesifik terkait pendirian
rumah ibadah. Jika dalam insiden tersebut telah
menerbitkan surat rekomendasi, FKUB tidak lagi
dianggap mempunyai peran strategis untuk
menyelesaikan maupun menghambatnya.
Pemerintah mendorong pembentukan FKUB
tentu bukan semata-mata untuk tertib
administrasi pendirian rumah ibadah belaka.
FKUB memegang mandat untuk merawat
kerukunan antarumat beragama di daerahnya
masing-masing. Setiap umat beragama
menyuarakan, mendiskusikan dan
menegosiasikan aspirasi dan kepentingannya
perihal kehidupan beragama melalui FKUB.
Kerukunan dan ketegangan di antara kelompok
umat beragama merupakan wilayah kerja pokok
FKUB. FKUB dirancang sebagai rumah bersama,
tempat setiap umat berjumpa dan bergumul. Ada
kalanya aspirasi antarkelompok beriringan, ada
kalanya bersitegang. Ruang terbuka FKUB
membuka peluang dalam setiap perjumpaan
dalam suasana tenang dan tegang melahirkan
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jalan keluar yang mengakomodasi semua pihak.
Kita selalu nampak kaget bila kekerasan atas
nama agama muncul di media massa. Seakan-
akan insiden tersebut spontan. Padahal,
kekerasan keagamaan tidak pernah terjadi secara
spontan. Kekerasan keagamaan merupakan
puncak dari tahapan konflik sebelumnya. Tahap
awal, biasanya, para pihak saling umpat satu
sama lain di belakang pihak lainnya. Kemudian,
masing-masing mulai mencari dukungan dengan
mendehumanisasi karakter pihak lain di hadapan
pendukungnya. Tahap berikutnya adalah
mobilisasi massa dan kekerasan pun meletus.
Dengan kata lain, ada interval waktu yang cukup
panjang untuk sampai pada aksi kekerasan. Di
situlah sebaiknya peran FKUB kita tempatkan.
Persoalannya, sejauh mana FKUB bisa mengambil
peran tersebut?
Tulisan ini ingin mendiskusikan posisi FKUB
yang strategis untuk masa depan kerukunan
umat beragama, lebih jauh kebebasan beragama,
di Indonesia. Sayangnya, nilai strategis FKUB,
akan dibahas pada bagian kedua, terganjal
sejumlah masalah yang besar kemungkinan
melemahkan lembaga antariman tersebut. Pada
bagian ketiga, tulisan ini akan mendiskusikan
upaya memperkuat FKUB. Memang mudah
mendaftar kelemahan FKUB, namun
menyediakan alternatif solusinya yang tidak
selalu mudah.
FKUB: Kilas Balik
Ketegangan antarpemeluk agama di
Indonesia bisa dilacak hingga masa akhir
penjajahan Belanda. Salah satu upaya mencegah
pemberontakan muncul, pemerintah Hindia
Belanda sempat menggunakan Kristenisasi
sebagai kebijakan. Pada masa itu, organisasi
Muhammadiyah (1912) berdiri, di antaranya,
sebagai upaya untuk membendung Kristenisasi
tersebut. Ketegangan Muslim-Kristen di tingkat
masyarakat mulai menguat hingga masa awal
kemerdekaan. Pada tahun 60-an, ketegangan
tersebut mengambil bentuk perusakan gereja.
Insiden perusakan gereja terjadi di beberapa
wilayah, termasuk di wilayah pinggirian Jakarta.
Ketegangan inilah yang kemudian mendorong
pemerintah kala itu menerbitkan peraturan
mengenai pendirian rumah ibadah pada tahun
1969 (Ali-Fauzi, 2011: 27-33).
Peraturan pemerintah terbit, ketegangan
tidak kunjung reda. Karena itu, pemerintah
meyakini bahwa ketegangan antarumat beragama
disebabkan mereka tidak saling kenal. Dialog
antarumat menjadi prioritas setiap menteri agama
pada masa itu. Bahkan pemerintah mengeluarkan
kebijakan trilogi kerukunan antarumat
beragama. Namun, dialog-dialog antarumat
beragama pada masa itu bukan atas dasar
kesadaran semua pihak. Pada masa itu,
pemerintah perlu menjinakkan agama demi
pembangunan. Pemerintah menjinakkan agama
dengan cara merukunkan umat beragama dari
atas (melalui tangan militer), bukan kerukunan
yang muncul dari kesadaran para pelakunya.
Rezim Orde Baru berlalu, ketegangan
antarumat beragama makin meningkat. Konflik
komunal yang memakan banyak sekali korban
jiwa meletus di Ambon dan Poso. Hubungan
Islam-Kristen pada waktu itu memanas. Umat
Islam dari wilayah Jawa mengerahkan pasukan
ke dua lokasi tersebut. Pasukan Kristen dari
daerah lain juga tidak ketinggalan mengerahkan
pasukannya. Seiring waktu, demikian temuan
penelitian Paramadina, trend konflik komunal
berangsur menurun (Ali-Fauzi, 2009:15). Konflik
komunal menurun, tetapi insiden-insiden
kekerasan atas nama agama masih kita temui
hingga kini. Insiden kekerasan atas nama agama
yang masih bertahan hingga kini terutama
menyangkut dua isu utama: pendirian rumah
ibadah dan sektarian (Bagir, 2012:26).
Pada tahun 2005, insiden perusakan dan
pembakaran rumah ibadah (dalam hal ini gereja)
meningkat. Beberapa kelompok keagamaan
mempertanyakan signifikansi SKB tahun 1969.
Sebagian kelompok menuntut peraturan tersebut
dicabut karena diskriminatif. Sebagian kelompok
lainnya menuntut dipertahankan karena sudah
sesuai dengan konstitusi. Akhirnya tahun 2006
pemerintah merevisi SKB Nomor 1 Tahun 1969,
mengenai rumah ibadah dengan mengeluarkan
Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun
2006. Peraturan ini tidak saja berbicara mengenai
rumah ibadah, melainkan juga bagaimana
pemerintah bersama pemuka agama dan
masyarakat mengupayakan kerukunan di antara
mereka. Wujud konkret kerjasama pemerintah
dan pemuka agama itu adalah, dan ini yang tidak
ditemukan dalam SKB sebelumnya, Forum
Kerukunan Umat Beragama (atau yang kini
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dikenal sebagai FKUB).
FKUB: Kekuatan Strategis
FKUB menurut saya adalah ruang yang
strategis untuk merawat kerukunan umat
beragama di masa yang akan datang. Kita bisa
melihatnya dari beberapa segi. Pertama, FKUB
berdiri di bawah naungan payung hukum
negara. Payung hukum negara itu
menguntungkan posisi FKUB. FKUB diberi
mandat untuk berkomunikasi dengan umat
beragama di satu sisi dan pemerintah di sisi lain.
kekuatan hukum yang mengatur hal itu
memudahkan mereka berkomunikasi dengan
keduanya. Misalnya, pengurus FKUB tidak perlu
birokrasi yang jelimet untuk mempertemukan
umat beragama dan pemerintah. PBM
mengamanatkan FKUB untuk menjembatani
antara kepentingan masyarakat dengan
kepentingan pemerintah (PBM 2006, Pasal 9,
butir c). Melalui FKUB, pemerintah dapat
mensosialisasikan peraturan perundang-
undangan dan kebijakan di bidang keagamaan
kepada masyarakat (Pasal 9, butir d).
Keuntungan lain di bawah payung hukum
negara adalah FKUB mendapat dukungan
finansial. Dari segi ini, FKUB adalah lembaga
antariman yang secara finansial sudah memiliki
modal cukup. FKUB akan selalu mendapat
bantuan dari pemerintah daerah selama PBM
masih berlaku. Kalau kurang, kreativitas
pengurusnya bisa memperlebar dukungan dari
pihak swasta. Dukungan finansial ini adalah
kekuatan yang harus dimanfaatkan dengan baik.
Kalau tidak dimanfaatkan untuk kerukunan, bisa
disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak atau
kurang bermanfaat.
Keuntungan lain berada di bawah payung
hukum negara adalah dukungan fasilitas dari
pemerintah. Ini juga modal dasar yang tidak
dimiliki lembaga antariman ‘plat hitam’. Bagi
FKUB, pemerintah harus menyediakan tempat
dengan semua perlengkapan sesuai dengan
kebutuhan. Biasanya fasilitas disediakan oleh
bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
(Kesbangpol). Sekali lagi, fasilitas tersebut
merupakan kekuatan yang harus dimanfaatkan
secara baik untuk menciptakan dan memelihara
kerukunan antarumat beragama. Jika tidak,
mubadzir!
Posisi FKUB dalam proses perizinan
pendirian rumah ibadah sangat menentukan.
Pemerintah daerah tidak akan menerbitkan izin
jika tidak ada surat rekomendasi tertulis dari
FKUB. FKUB bisa membawa berkah, tetapi juga
bisa menjadi malapetaka. FKUB sangat efektif
dipakai oleh orang untuk menghambat
pembangunan rumah ibadah. Tinggal
memastikan ketua FKUB tidak mengeluarkan
surat rekomendasi tertulis, sampai kapanpun
rumah ibadah tersebut tidak bisa berdiri. Gereja
Katolik St. Yohanes Baptista di Parung hingga
kini tidak memperoleh izin karena FKUB menolak
menerbitkan surat rekomendasi (Ali-Fauzi, 2011:
123).
Hal lain kenapa FKUB strategis untuk masa
depan kerukunan umat beragama adalah
keanggotaannya yang lintas agama. Kerukunan
umat beragama di antaranya mensyaratkan rasa
hormat satu sama lain. Beda keyakinan boleh,
beda ajaran keagamaan boleh, tetapi masing-
masing harus saling hormat dan menghargai
satu sama lain sebagai warga negara.
Keanggotaan lintas agama menumbuhkan
toleransi dari dalam. Sesama anggota FKUB harus
toleran demi kerukunan. Mereka dituntut untuk
memberi contoh bahwa mereka telah terlebih
dahulu mempraktikkan kerukunan umat
beragama. Mereka bekerjasama dalam banyak
kegiatan meski secara keyakinan teologi mereka
berlainan. Bukan tidak mungkin, cara berpikir
toleran yang mereka praktikkan memengaruhi
umatnya masing-masing.
Latar belakang anggota yang lintas agama
juga mendorong anggotanya terbiasa berpikir
dengan perspektif yang beragam. Setiap kali
menghadapi persoalan, mereka tahu bahwa akan
terjadi banyak corak dalam memandang
persoalan tersebut. Kebiasaan ini secara tidak
sadar membangun rasa empati para anggotanya.
Sikap empati bisa mendorong mereka melahirkan
solusi alternatif yang bijak. Apakah pada
praktiknya FKUB diisi oleh anggota yang cara
berpikir toleran? Tidak selalu. Tetapi, perjumpaan
mereka dalam forum bersama dengan latar
belakang yang berbeda adalah kekuatan yang
harus dieksploitasi demi kerukunan di Indonesia.
FKUB juga strategis karena ada di seluruh
daerah (provinsi maupun kabupaten) di
Indonesia. Menurut data Kesbangpol, hingga
Oktober 2009, terdapat 306 daerah dari 440
Kabupaten/Kota di Indonesia telah membentuk
FKUB (Kustini [ed.], 2010: 3). Lembaga ‘swasta’
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lintas iman di Indonesia, sejauh ini, belum ada
yang memiliki cabang di seluruh Indonesia. MUI
punya, tetapi bukan lembaga antaragama.
Artinya, kalau bicara kerukunan umat beragama
di Indonesia, maka memaksimalkan kekuatan
FKUB besar kemungkinan menyumbang
kekuatan untuk mengatasi persoalan di hampir
seluruh wilayah Indonesia. Daya jangkau FKUB
ini menunjukkan peran strategisnya untuk masa
depan kerukunan umat beragama di Indonesia.
B.   MASALAH-MASALAH YANG MELEMAHKAN
Namun, nilai strategis di atas menjadi tidak
bermanfaat jika beberapa masalah yang selama
ini sudah diidentifikasi peneliti dan aktivis tidak
diatasi. Masalah-masalah tersebut besar peluang
melemahkan FKUB. Alih-alih memelihara
kerukunan, FKUB malah bisa menyumbang
ketidakrukunan antarumat beragama.
Hak vs Harmoni
Masalah pertama yang mungkin
melemahkan adalah persepsi mengenai hak dan
harmoni. Kata dasar dari kerukunan adalah
rukun. Menurut KBBI, rukun berarti “baik dan
damai; tidak bertengkar; bersatu hati;
bersepakat.” Sebagai makhluk sosial, selama
manusia masih bernafas, pertengkaran
merupakan kondisi alamiah. Silang pendapat,
benturan kepentingan dan keterbatasan sumber
daya yang tersedia selalu menyebabkan
pertengkaran dan ketegangan sesama manusia.
Kerukunan dalam konteks ini berarti situasi di
mana pertengkaran, silang pendapat dan
benturan kepentingan itu terselesaikan dalam
kesepakatan bersama secara damai.
Kesepakatan bersama hanya akan diperoleh
melalui dialog dan negosiasi. Dialog membuka
ruang semua pihak menyampaikan aspirasi dan
kepentingan masing-masing. Apabila terjadi
pertentangan kepentingan, semua pihak harus
menegosiasikan kepentingannya untuk
memperoleh rumusan dan kesepakatan bersama.
Sementara itu, negosiasi mensyaratkan masing-
masing pihak menurunkan derajat tuntutannya.
Jika tidak, kesepakatan tidak akan pernah
tercapai, kecuali dengan paksaan. FKUB bekerja
tidak dengan cara pemaksaan, melainkan dialog
dan negosiasi.
Namun, kerukunan tidak selalu berbanding
lurus dengan terpenuhinya hak asasi manusia.
Kondisi masyarakat boleh nampak rukun atau
harmoni, tetapi bisa jadi di saat yang sama tengah
terjadi diskriminasi hak-hak warga. Contohnya
adalah pendirian gereja GKI Yasmin, Kota Bogor,
Jawa Barat. Sebagaimana kita maklum, GKI
Yasmin telah memperoleh izin mendirikan gereja.
Namun, pemerintah Kota Bogor mencabut izin
tersebut. Ketika diajukan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara hingga ke Mahkamah Agung,
pencabutan izin tersebut tidak sah. Kini
pilihannya dua: GKI Yasmin diizinkan
memperoleh haknya mendirikan gereja tetapi
akan terus mendapat gangguan atau relokasi
gereja ke tempat yang disediakan pemerintah Kota
Bogor dengan jaminan tidak akan ada gangguan.
Relokasi mungkin di jalan Yasmin tidak ada lagi
demo dan aksi kekerasan, tetapi pilihan tersebut
mengebiri hak warga negara GKI Yasmin.
Begitu juga sebaliknya, mempertahankan
hak sebagai warga negara belum tentu
berbanding lurus dengan situasi harmoni.
Relokasi yang diusulkan untuk warga Syiah di
Sampang adalah solusi yang bisa melahirkan
kerukunan, namun mengabaikan hak. Jika warga
Syiah bersikukuh mengambil haknya untuk tetap
tinggal, bukan tidak mungkin kekerasan akan
berulang, dengan asumsi polisi tak bekerja seperti
saat insiden bulan Agustus lalu.
Meski tidak selalu berbanding lurus, kita
punya contoh di mana kerukunan juga berarti
hak-hak dasar bisa terpenuhi. Yakni, pendirian
gereja St. Mikael Kranji, Bekasi. Panitia
pembangunan gereja menyadari bahwa masalah
utama kenapa pendirian gereja terhambat adalah
komunikasi. Mereka kemudian mulai melakukan
sejumlah pendekatan secara langsung ke sejumlah
tokoh kunci. Hasilnya, mereka berhasil
meyakinkan tokoh kunci bahwa mereka bisa
hidup berdampingan. Akhir kisah, gereja
mendapat izin dan tidak ada penentangan lagi
pada saat pembangunan hingga kini dipakai
untuk beribadah. Harmoni terpenuhi, pada saat
yang sama hak tidak terenggut sama sekali. Meski
butuh waktu dan tenaga yang tidak biasa,
kerukunan dan hak bisa berjalan beriringan.
FKUB bekerja dengan baik dalam kasus St. Mikael
Kranji, tetapi sayangnya di belakang layar (Ali-
Fauzi, 2011: 46-53).
Kerukunan seakan bertentangan dengan
hak karena keliru dalam menentukan siapa
penyebab ketidakrukunan di masyarakat.
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Biasanya, kelompok yang dinilai penyebab
ketidakrukunan adalah korban. Dalam kasus
Sampang, misalnya, yang dipersepsi penyebab
kekerasan adalah kelompok Syiah. Karena itu,
mereka harus pergi dari Sampang. Padahal pihak
yang membuat ketidakrukunan sangat jelas di
mata adalah para penyerang, pembakar dan
pembunuh warga Syiah. Jika sejak awal
pemerintah clear dalam menilai bahwa penyebab
ketidakrukunan di Sampang adalah para
penyerang, maka hak warga Syiah akan tetap
terpelihara, dengan catatan para penyerang
ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.
Meski mandatnya adalah untuk
menciptakan kerukunan antarumat beragama,
semua pihak yang berada di dalam FKUB harus
menyadari bahwa konstitusi telah menjamin hak
warga negara dalam beragama. Karena itu, dialog
dan negosiasi memang tidak selalu melahirkan
keputusan yang absolut semua pihak. Akan tetapi
keputusan-keputusan tersebut harus selalu
dilihat dan diarahkan sebagai upaya untuk
memenuhi hak warga negara sebagai termaktub
dalam kitab konstitusi. Persepsi mengenai
kerukunan dalam pengertian tanpa kekerasan
belaka bisa melamahkan FKUB karena
mendorong muncul usulan yang mengebiri hak
asasi manusia. Oleh karenanya, berbicara
kerukunan harus selalu dalam rangka
menghormati hak asasi warga negara kita.
Antar dan Intraagama
Masalah lain terkait persepsi yang bisa
melemahkan FKUB adalah mereduksi FKUB
hanya untuk mengatasi masalah lintas agama.
Sumber ketidakrukunan di masyarakat tidak saja
muncul dari konflik yang melibatkan dua
kelompok dari dua agama yang berbeda, tetapi
dua kelompok yang seagama. Insiden Sampang
adalah contoh yang cukup jelas betapa persoalan
intra agama tidak kalah merusak dari masalah
antaragama.
Menutup mata dari isu intra agama bisa
melemahkan FKUB. Anggota FKUB non-Muslim
kemungkinan besar tidak mau terlibat membahas
konflik Ahmadiyah karena dianggap urusan
‘internal’ Islam. Jika masalah intra agama hanya
ditangani oleh anggota FKUB dari lingkungan
Islam, kekuatan FKUB dari jumlah dan kualitas
menurun. Jumlahnya berkurang karena non-
Muslim tidak terlibat. Secara kualitas, pandangan
non-Muslim bisa membantu mengidentifikasi
mana soal teologi mana soal sosial. Anggota
FKUB non-Muslim tidak bisa ikut campur
mendiskusikan pertentangan teologi kelompok
yang bertikai. Tetapi mereka bisa dan harus
mengintervensi dari segi dampak sosial, politik
dan ekonomi. Kehilangan dua hal ini, kelemahan
yang cukup signifikan bagi lembaga antariman
seperti FKUB. Jika diskusinya masih seputar mana
yang benar, Sunni atau Syiah, anggota FKUB
non-Muslim tidak bisa masuk. Manakala masing-
masing pihak sudah mengumpulkan massa dan
senjata, siapa pun bisa bicara atas nama
kerukunan umat beragama.
Representasi Ragam Organisasi Intraagama
Masalah kedua yang dapat melemahkan
FKUB adalah masalah representasi. Dua
pertanyaan yang seringkali kita ajukan, sejauh
mana FKUB merepresentasikan ragam aliran
dalam agama-agama yang ada di Indonesia?
Kemudian, apakah kelompok aliran kepercayaan
memiliki representasi?
PBM membatasi jumlah anggota: 21 untuk
tingkat provinsi dan 17 tingkat kabupaten/kota.
Keterbatasan jumlah anggota ini mengakibatkan
tidak semua organisasi keagamaan bisa terwakili.
Meski PBM menyebut tokoh-tokoh agama
setempat, nampaknya yang dimaksud adalah dari
enam agama yang selama ini dianggap ‘resmi’.
Persoalannya di masing-masing agama ‘resmi’ itu
terdapat ragam organisasi dan aliran, bagaimana
FKUB bisa merepresentasikan mereka?
Di Solo, dua organisasi masyarakat yang
cukup besar, Lembaga Dakwah Islam Indonesia
(LDII) dan  Majelis Tafsir Al-Qur’an (MTA)
mendesak supaya mempunyai wakil di FKUB. Tak
hanya dalam Islam, umat agama Buddha yang
bukan bagian dari organisasi Walubi
mempertanyakan keterwakilan mereka. Begitu
juga dengan beberapa Sinode yang tidak terwakili
oleh PGI mempertanyakan keterwakilan mereka.
PGI memutuskan untuk melakukan ‘pergantian
antarwaktu’ (Bagir, 2009: 35).
Sementara itu, di Yogyakarta pembentukan
FKUB cukup lama karena Peraturan Gubernur
menunjuk wakil-wakil agama-agama secara
spesifik: MUI, PGI, KWI, PHDI dan Walubi. Hal
ini menjadi masalah bagi Kabupaten Gunung
Kidul yang tidak ada organisasi Walubi. Terpaksa
mereka diwakili oleh organisasi Majelis Budayana
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Indonesia. Menariknya, undangan untuk
menjadi anggota FKUB Kabupaten Sleman tidak
dikirim ke MUI melainkan organisasi-organisasi
kemasyarakatan lainnya (Bagir, 2009: 35).
Atas persoalan keterwakilan, di beberapa
tempat menyiasatinya dengan menambah
keanggotaan hingga bisa menampung semua
organisasi keagamaan di daerahnya. Di
Kabupaten Badung, misalnya, anggota FKUB
berjumlah 26 orang, melebihi ketentuan PBM (17
orang). FKUB Kabupaten Badung ini tidak hanya
melibatkan organisasi agama, melainkan juga
pemuka adat, majelis alit, majelis agama dan
tokoh pemuda lintas iman (Bagir, 2009: 36).
Sementara itu, di Poso anggota FKUB 60
orang. Keanggotaan yang sebanyak itu karena
mereka adalah kelanjutan satgas yang terdiri dari
100 orang. Jumlah itu dinilai lebih baik karena
merepresentasikan organisasi keagamaan non-
mainstream, seperti gereja yang tidak di bawah
payung PGI. Di pihak Muslim juga terdapat
organisasi al-Khairat dan DDI yang cukup besar,
di samping MUI dan Muhammadiyah. Sementara
itu, wakil pemerintah termasuk di dalamnya
wakil dari TNI dan Polri (Bagir, 2009: 36).
Masalah representasi ini bisa menjadi sumber
kelemahan FKUB jika tidak diatasi. Salah satu
caranya, seperti yang dilakukan di Poso dan
Badung, dengan menambah jumlah anggota agar
semua organisasi keagamaan dan masyarakat bisa
terakomodasi. Cara ini bisa dibilang semacam
‘diskresi’ atas persetujuan pemerintah daerah.
PBM tidak mengatur apa resiko jika menambah
anggota. Tapi, sudah bisa dipastikan tidak semua
wilayah mau mengambil langkah ‘diskresi’ ini.
Cara lainnya adalah menunggu hingga PBM
akan direvisi. Kita bisa mengusulkan untuk
menambah jumlah anggota untuk
mengakomodasi ragam organisasi keagamaan di
daerah setempat. Selain menunggu tidak ada
alternatif lain. Barangkali, soal representasi ini
kita kembangkan jenis pertanyaannya: apakah
representasi keanggotaan berbanding lurus
dengan kebijakan yang mengakomodasi semua
kepentingan? Soalnya bukan pada kuantitas,
melainkan kualitas. Bagian ini akan dibahas lebih
jauh di bawah.
C.   REPRESENTASI ALIRAN KEPERCAYAAN
Kelompok aliran kepercayaan adalah
masalah representasi lainnya. Di daerah di mana
tidak ada warga negara yang menjadi anggota
aliran kepercayaan tertentu, isu representasi
mereka tidak relevan. Sementara di daerah di
mana ada kelompok ini, representasi menjadi isu
penting. Ada dua manfaat, paling tidak, jika
mereka diberi ruang perwakilan di FKUB. Pertama,
semua anggota FKUB memperoleh informasi yang
kredibel mengenai aliran keyakinannya karena
bersumber dari sumber primer. Lebih dari itu,
pergaulan dan kerjasama memungkinkan
perkenalan lebih dalam dari sekedar perkenalan
melalui kata-kata. Sehingga, kesalahpahaman di
antara mereka dapat diminimalisir. Manfaat kedua,
jika terjadi pertentangan ada wakilnya untuk
meluruskan persoalan dari perspektif mereka.
Mendudukkan persoalan secara proporsional
sangat penting bagi FKUB sebelum merumuskan
dan mengeluarkan rekomendasi untuk
pemerintah. Bagaimana bisa mendudukan
perkara secara proporsional jika informasi yang
diterima sumber yang tidak kredibel. Karena itu,
ada wakil yang merepresentasikan kelompok
aliran kepercayaan di FKUB sangat penting.
Sistem Proporsional
Isu lain terkait representasi adalah sistem
proporsional. PBM merumuskan bahwa jumlah
wakil pemeluk agama di FKUB tergantung pada
seberapa banyak jumlah penganutnya di daerah
tersebut. Jika mayoritas wilayah itu Muslim,
maka jumlah anggota FKUB dari agama Islam
paling banyak. Begitu juga di wilayah yang
agama lain mayoritas, maka wakil agama itulah
yang menjadi mayoritas. Sistem proporsional ini
menjadi masalah ketika gara-gara jumlah yang
tidak berimbang menempatkan posisi dalam
struktur organisasi tidak setara. Misalnya, di
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 12 dari 17
anggota FKUB berasal dari agama Islam. Tujuh
posisi tertinggi dalam struktur FKUB juga
beragama Islam. Secara struktural, dominasi
wakil Islam tidak menyalahi aturan. Namun,
komposisi kepengurusan demikian bisa
memengaruhi bagaimana organisasi
mengeluarkan kebijakan (Bagir, 2009: 36).
Alternatif yang bisa diajukan adalah meski
proporsional, jabatan pengurus harian
merepresentasikan masing-masing agama.
Misalnya FKUB kota Banjarbaru, Kalimantan
Selatan. Mereka memutuskan untuk
menempatkan wakil dari agama yang berbeda-
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beda pada posisi pimpinan. Ketua FKUB
perwakilan Muslim, Wakil Ketua I dan II adalah
Kristen dan Hindu, Wakil Sekretaris Buddha, dan
Bendahara Katolik. Tak hanya itu, kalangan
Muslim sendiri, jumlah anggota mayoritas,
perwakilannya cukup beragam: Muhammadiyah,
NU, DDI, sebuah pondok pesantren, bahkan juga
dari HTI (Bagir, 2009: 37).
Komposisi Gender
Jika kita terima argumen bahwa perempuan
memiliki hubungan spesial dengan perdamaian,
maka komposisi perempuan yang terlampau
sedikit di FKUB bisa menjadi masalah yang
melemahkan. Suara perempuan di FKUB besar
kemungkinan memberi pandangan alternatif ke
arah perdamaian. Semakin banyak suara
alternatif ke arah perdamaian, semakin beragam
jalan keluar berbasis perdamaian yang
ditawarkan. Akan tidak terdengar suaranya
apabila jumlah perempuan terlalu sedikit. Bukan
berarti jika jumlah perempuan di FKUB banyak
maka perdamaian di daerah tersebut akan tercipta.
Hipotesis di atas hanya menekankan bahwa
semakin banyak jumlah perempuan dalam
organisasi seperi FKUB, semakin besar peluang
mereka menyumbang pada perdamaian.
PBM tidak mengatur mengenai proporsi
perempuan dalam keanggotaan FKUB. Sejauh ini,
saya belum menemukan penelitian atau
pemantauan yang sistematis mengenai komposisi
perempuan dalam kepengurusan FKUB di setiap
daerah di Indonesia. Namun, dari penelitian yang
ada, saya menemukan bahwa komposisi
perempuan sedikit. Misalnya, kepengurusan
FKUB Jawa Timur, 2007-2010 terdapat satu (1)
orang perempuan dari 21 anggotanya (Kustini
[ed.], 2010:20). Sementara itu, FKUB Mojokerto
mempunyai dua (2) orang perempuan anggota
FKUB dari 17 anggotanya (Kustini [ed], 2010:34).
FKUB Provinsi Sumatera Utara 2007-2010 malah
tidak ada anggota berjenis kelamin perempuan
(Kustini [ed.], 2010:69). Sementara di Deli Serdang,
periode yang sama, terdapat dua (2) orang
perempuan yang menjadi anggota FKUB (Kustini
[ed.], 2010:86). Nampaknya, komposisi seperti
inilah yang terjadi di daerah lainnya di Indonesia.
Akuntabilitas
Segi lain yang mungkin memperlemah FKUB
terkait dengan akuntabilitas. Akuntabilitas
penting untuk mempertanggungjawabkan, baik
kegiatan finansial maupun non-finansial. FKUB
harus dapat diakses secara terbuka oleh umat
beragama sebagai cara untuk memperoleh
kepercayaan publik. Jika FKUB tertutup, sulit
diakses, dan eksklusif bagaimana mau
memperoleh kepercayaan publik. Jika tingkat
kepercayaan umat lemah, FKUB tidak akan
menjadi tempat umat mengadu untuk urusan
kerukunan umat beragama. FKUB harus
membangun kepercayaan publik melalui
keterbukaan untuk dievaluasi oleh publik.
Sayangnya, PBM tidak mengatur bagaimana
mekanisme pertanggungjawaban dilakukan.
Bagaimana kita bisa mengevaluasi kinerja FKUB?
Siapa yang berhak menilainya? Apa saja ukuran
penilaian? FKUB di masing-masing daerah perlu
berinisiatif membangun mekanisme sendiri
untuk pertanggungjawaban demi memperoleh
dan menjaga kepercayaan publik.
D.  MEMPERKUAT FKUB
Masalah-masalah di atas akan memperlemah
FKUB jika tidak diatasi. Sekali lagi FKUB lemah
hanya membiarkan biasa dan fasilitas negara
mubadzir. Agar tidak mubazir, FKUB perlu
diperkuat pada dua segi:
Sumber Daya Manusia
Bila sumber daya manusia telah diperkuat,
FKUB niscaya akan berfungsi dengan baik.
Mereka akan memanfaatkan sumber dana dan
fasilitas untuk kepentingan publik di atas
kepentingan pribadi. Sehingga diharapkan,
anggota FKUB yang berkualitas tidak akan
terjebak pada masalah antaragama belaka, tetapi
memperlebar cakupan hingga ke kerukunan intra
agama. Bahkan, kelak bukan tidak mungkin jika
FKUB masuk juga pada wilayah di mana
ketegangan umat beragama juga dilatari
persoalan moralitas versi penyerangnya.
Bagian pertama yang harus diperkuat untuk
anggota FKUB adalah peningkatan kapasitas dan
pengetahuan mereka mengenai tiga isu: hak asasi
manusia, pola konflik keagamaan dan demokrasi.
Pengetahuan mengenai hak warga negara yang
cukup, apalagi mendalam, bisa meminimalisir
persepsi bahwa kerukunan dianggap selesai jika
tidak ada kekerasan. Situasi tanpa kekerasan tidak
berarti tidak ada pelanggaran HAM. Karenanya,
pengetahuan mengenai HAM sangat penting
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diinstall di kepala anggota FKUB.
Di samping pengetahuan HAM, mengenali
pola konflik keagamaan juga sangat penting.
Misalnya, penting diketahui oleh anggota FKUB
bahwa  konflik berbeda dengan kekerasan. Tidak
semua konflik diakhiri dengan aksi kekerasan.
Konflik juga bisa diselesaikan dengan jalur
damai, jalur kompromi. Kemudian, para pegiat
FKUB juga penting mengetahui isu apa saja yang
biasanya dipakai dalam konflik keagamaan.
Dengan pengetahuan tersebut sensitivitas
anggota FKUB lebih kuat bila terjadi ketegangan
di antara warga di wilayahnya. Kemampuan
mengenali konflik sedari awal memudahkan
untuk mencari jalan keluar dan mengajak para
pihak yang bertikai duduk bersama.
Pengetahuan lain yang juga perlu untuk
meningkatkan kapasitas pegiat FKUB adalah
demokrasi. Salah satu prinsip penting demokrasi,
yang penting diketahui dan diselami adalah
partisipasi. Partisipasi berarti setiap anggota
berhak menyuarakan pendapat dan
pandangannya. Semakin beragam suara atas satu
persoalan, semakin baik bagi upaya mencari jalan
keluar. Itulah kenapa partisipasi penting. Apalagi
pegiat FKUB berasal dari tokoh dan pemuka
agama yang tidak selalu sudah selesai dari cara
berpikir yang feodalistik. Karena itu, pengetahuan
tentang demokrasi menunjang kemampuan
mereka membuka pintu bagi semua pendapat,
bahkan dari bawahan atau anak muda sekalipun.
Selain tiga pengetahuan dasar tadi, pegiat
FKUB juga harus dibekali dengan skill dasar
resolusi konflik seperti teknik negosiasi dan
persuasi. Betul bahwa FKUB hanya bertugas
memberi rekomendasi, tetapi di lapangan ketika
berhadapan dengan para pihak yang bertikai, skill
untuk resolusi konflik sangat dibutuhkan.
Apalagi, konflik yang mereka hadapi menyangkut
masalah agama. Mereka harus diberi
keterampilan memisahkan mana level teologi dan
mana masalah soaial yang dibungkus dengan
simbol agama.
Di muka saya katakan bahwa kekerasan
keagamaan tidak terjadi secara spontan. Karena
itu, penting bagi pegiat FKUB mengenali
tahapan-tahapan konflik. Pengenalan tahapan
konflik bermanfaat agar mereka sensitif mengenali
ketegangan atau konflik yang terjadi sudah pada
level mana. Tak hanya mengenali tahapannya,
tetapi juga strategi untuk menurunkan level
ketegangan pada setiap tahapnya. Bila
sensitivitas pegiat FKUB dalam mengenali
tahapan konflik, khususnya konflik keagamaan,
harapannya di situlah FKUB menempatkan posisi.
Menjadi pegiat FKUB tidak hanya harum
namanya, tetapi juga menyumbangkan
penyelesaian lebih awal.
Salah satu tugas pegiat FKUB adalah
sosialisasi peraturan perundang-undangan dan
kebijakan mengenai keagamaan yang terkait
dengan kerukunan. Selain sosialisasi, FKUB juga
berkewajiban melakukan semacam
pemberdayaan umat beragama. Namun,
sosialisasi dan pemberdayaan, apalagi dilakukan
FKUB, kesan yang segera muncul adalah kegiatan
boaring dan penuh dengan seremonial. Kesan ini
bisa diatasi dengan memperkenalkan pegiat FKUB
dengan dua kreativitas. Misalnya, mengenali
efektivitas audio visual sebagai alat untuk
sosialisasi. Materi FKUB mengenai kerukunan
akan sangat menarik jika disajikan dalam bentuk
audio visual. Cara ini bisa meminimalisir
kemungkinan merasa bosan dengan kegiatan
FKUB pada umumnya.
Memperkenalkan pegiat FKUB kepada dunia
maya juga sangat penting. Sosialisasi tatap muka
kini bukan tujun utama. Pertemuan tatap muka,
berupa seminar dan lainnya, kini merupakan
sarana untuk sosialisasi lebih luas di dunia maya.
FKUB wajib mempunyai website, rumah
informasi segala aktivitas di dunia maya. Bahkan
jika perlu, website bisa menjadi tempat untuk
mempertanggung-jawabkan kegiatan finansial
dan non-finansial. FKUB setiap daerah sudah
harus punya account resmi di jejaring sosial media:
facebook, twitter, youtube, dan lainnya. Menyimpan
materi sosialisasi di jejaring sosial mempunyai
nilai guna pakai seumur hidup.
Penguatan sumber daya manusia FKUB
harus mulai melibatkan generasi muda. Usia
FKUB saat ini baru 6 tahun. Kita bisa memaklumi
jika pegiat FKUB masih didominasi pemuka-
pemuka agama yang berpengalaman. Untuk
mendapat sambutan dari masyarakat luas, FKUB
butuh pemuka agama yang lebih muda, yang
melek teknologi dan informasi. Kekuatan anak
muda ini niscaya akan menambah kekuatan di
dalam (organisasi) dan di luar (dunia maya).
Sumber daya lain yang belum banyak
difungsikan untuk menjadi pegiat FKUB adalah
perempuan. Sepanjang saya mengunjungi
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beberapa daerah, meminta perempuan perwakilan
FKUB selalu gagal, entah karena tidak sanggup
atau tidak ada sama sekali wakil perempuan.
Padahal, tesis bahwa perempuan cenderung
mendukung perdamaian cukup kuat. Sensitivitas
gender di FKUB perlu diperkuat agar rekrutmen
perempuan lebih banyak. Suara perempuan
bagaimanapun suara alternatif yang jarang
dimiliki oleh laki-laki.
Jaringan
Segi lain yang harus diperkuat dari FKUB
adalah jaringan. FKUB tidak bisa bekerja
sendirian. Urusan dengan pemerintah,
khususnya terkait rekomendasi pendirian rumah
ibadah, hubungannya sudah cukup jelas. Begitu
juga urusan menampung aspirasi dan
menyalurkan melalui rekomendasi kepada
pemerintah juga sudah cukup jelas. Tetapi
pemberdayaan umat beragama untuk kerukunan
tidak bisa bekerja sendirian. FKUB harus
berjejaring dengan pihak lain dan memelihara
jaringan tersebut dengan baik.
FKUB pertama-tama wajib berjejaring
dengan lembaga kepolisian. Secara formal, jejaring
dengan polisi tentu dilakukan. Melalui program
polmas (polisi masyarakat), polisi tentu melihat
posisi dan peran penting FKUB untuk menjadi
bagian dari jaringan untuk sosialisasi. FKUB juga
secara hirarkis pasti menyambut kerja sama
tersebut, khususnya terkait sosialisasi kebijakan
pemerintah. Dengan kata lain, keduanya memiliki
irisan kegiatan yang memungkinkan saling
bertemu.
Namun, dalam kunjungan ke beberapa
wilayah di Indonesia, tim Paramadina
menemukan bahwa pertemuan reguler antara
anggota FKUB dengan lembaga kepolisian
hampir tidak pernah dilakukan. Mereka terutama
berkoordinasi jika terjadi insiden kekerasan atas
nama agama. Jika situasi aman, mereka tidak
secara sengaja melakukan pertemuan rutin.
Padahal, pertemuan rutin di antara mereka sangat
penting untuk berbagi informasi mengenai situasi
di daerahnya terkait masalah-masalah
keagamaan. Pertemuan rutin juga bermanfaat
bagi mereka untuk bersama-sama mencari jalan
agar riak ketegangan di masyarakat bisa diatasi
sejak dini.
Pemuka agama dan polisi, ketika kami tim
Paramadina mempertemukan mereka,
mengeluhkan lemahnya komunikasi di antara
mereka. Akibatnya, masing-masing pihak tidak
mengetahui tugas pokoknya. Akibat lainnya,
masing-masing menyimpan prasangka buruk atas
yang lainnya. Karena itu, FKUB dapat menjadi
jembatan yang menghubungkan masyarakat dari
berbagai latar belakang agama dengan polisi
untuk isu kerukunan. Pertemuan rutin, seperti
disinggung di atas, akan sangat baik jika diikuti
oleh masyarakat lebih luas. Dan, FKUB punya
posisi strategis untuk melakukan upaya tersebut.
Manfaatnya, selain memperlebar sumber
informasi, juga memudahkan koordinasi di
antara mereka jika sudah mulai terjadi mobilisasi
massa atas nama agama.
Jaringan lain yang perlu dikembangkan
untuk memperkuat FKUB adalah dunia usaha.
Betul bahwa FKUB mendapat dukungan dana
dari pemerintah, yang oleh Syafii Mufidz, disebut
hibah. Dibanding masalah yang dihadapi, dana
hibah dari pemerintah terbatas. Tambahan hibah
dari dunia usaha bisa memaksimalkan peran
FKUB, khususnya kegiatan-kegiatan
pemberdayaan umat beragama. Perlu ditekankan
bahwa jejaring dengan dunia usaha tidak semata-
mata uang, tetapi hubungan saling percaya. Lagi
pula tidak ada sarapan gratis, bukan? Salah satu
tawaran yang strategis bisa FKUB tawarkan
kepada mereka adalah bahwa pemberdayaan umat
bisa meminimalisir aksi kekerasan dan menambah
rasa aman. Dunia usaha butuh rasa aman untuk
iklim usahanya. Sejauh saya pantau melalui
Google, saya belum menemukan berita mengenai
kerja sama FKUB dengan dunia usaha secara
langsung.
Apa yang dikerjakan FKUB akan sangat
bermanfaat bagi umat jika berita mengenai
aktivitasnya sampai ke masyarakat luas secara
benar. Tidak mudah menempatkan posisi di
tengah ketegangan atas nama agama ke publik.
Hubungan FKUB dengan media massa,
karenanya, perlu diperkuat. Hubungan yang
dimaksud adalah saling mengerti cara dan
substansi kerja sama masing-masing. FKUB mesti
paham bagaimana media bekerja. Sebaliknya,
media juga paham apa sikap dan bagaimana
FKUB bekerja. Barangkali FKUB selalu
mengundang media untuk berbagai kegiatan.
Tapi itu tidak cukup. Pimpinan media dengan
pimpinan FKUB harus duduk bersama untuk
menjalin kerjasama secara lebih serius. Media yang
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serius membutuhkan informasi yang akurat demi
kredibilitas mereka sebagai pewarta. FKUB harus
bisa menyediakannya.
Terakhir, FKUB juga harus menjalin jejaring
dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
yang selama ini bekerja untuk isu lintas iman dan
kebebasan beragama. Mandat PBM untuk FKUB
sebenarnya sudah menjadi bagian dari kerja
berbagai LSM, baik di ibu kota maupun kota
lainnya. Kerjasama dengan LSM sangat penting
untuk membangun sinergi. Sinergi keduanya
akan menjadi kekuatan yang dahsyat bagi
kecerdasan umat beragama. Hubungan FKUB
dengan LSM lintas iman cukup baik. Misalnya,
Wahid Institute bekerjasama dengan sejumlah
FKUB untuk pemberdayaan mereka. Akan lebih
dahsyat lagi jika kerja sama demikian
dikembangkan di wilayah lainnya di Indonesia.
E.   PENUTUP
Sejak tahun 2006 lalu, pemerintah
memutuskan untuk mendorong umat beragama
bersama-sama membentuk forum tempat mereka
berjumpa, FKUB. Pemerintah mendorong dengan
menyediakan kekuatan hukum melalui peraturan
bersama dua menteri: Agama dan Dalam Negeri.
Dalam rangka mendorong partisipasi lebih besar,
anggota FKUB harus dari pemuka agama
setempat yang dihormati. Pemerintah
menempatkan jajarannya di Dewan Penasehat,
yang bertugas menghubungkan FKUB dengan
pemerintah daerah. Karenanya, posisi FKUB
sangat strategis untuk menghubungkan aspirasi
umat beragama dengan pemerintah. Tanpa harus
melalui jalur birokrasi yang rumit, FKUB punya
hak untuk langsung menyampaikan aspirasi
masyarakat kepada pemerintah.
Namun, posisi strategis FKUB bisa tidak
berguna jika masalah yang selama ini
diidentifikasi peneliti tidak diatasi. Di antaranya,
gagal memahami beda antara kerukunan dan
pemenuhan hak. FKUB menjadi mandul jika
hanya mereduksi soal kerukunan umat beragama
pada masalah antaragama dan mengabaikan intra
agama. Masalah lain yang bis menghambat
perkembangan FKUB adalah masalah
representasi organisasi keagamaan yang amat
beragam di Indonesia. Representasi aliran
kepercayaan yang sejauh ini tidak terekam juga
bisa menjadi masalah karena aliran kepercayaan
cukup banyak di Indonesia. Masalah lain adalah
komposisi gender. Dan, masalah terakhir yang
bisa melemahkan adalah soal akuntabilitas. Jika
tidak ada mekanisme kontrol, bagaimana kita bisa
mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan
FKUB?
Untuk itu, saya mengusulkan untuk
memperkuat sumber daya manusia. Perkuat
pengetahuan pegiat FKUB mengenai HAM, pola
konflik keagamaan dan partisipasi dalam
demokrasi. Selain pengetahuan, penguatan skill
resolusi konflik sangat penting dimiliki anggota
FKUB. Agar FKUB lebih bisa diterima kalangan
lebih luas, kreatifitas menyediakan informasi
melalui audio visual sangat penting. Untuk
menunjangnya, regenerasi kepada kaum muda
menjadi relevan. Selain generasi muda, komposisi
gender juga harus diperhatikan untuk
mendengar suara lain dari perspektif perempuan.
Terakhir, FKUB akan menjadi kekuatan dahsyat
jika berhasil memperkuat jejaring dengan polisi,
dunia usaha, media massa dan LSM. Mengkritik
FKUB penting dan harus dilakukan, tapi
meninggalkannya sama dengan menyia-nyiakan
ruang strategis untuk masa depan kerukunan
dan bahkan kebebasan beragama di Indonesia.[]
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